PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR DAN KETUA

Menimbang

Mengingat

PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan adanya kesalahan penulisan dalam
penyusunan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor
dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah, maka perlu dilakukan
perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan ...



Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam
dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama
Negeri di lingkungan Departemen Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang
Pendelegasian = Wewenang dan  Pemberian Kuasa
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam
dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Agama;

10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang

11.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada
Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 818);

MEMUTUSKAN : ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
DAN KETUA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 818) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persyaratan calon Rektor/Ketua:

a. Umum

1.
2.
3.

10.

berstatus PNS;
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa
jabatan Rektor/Ketua yang sedang menjabat;

pernah memangku jabatan tambahan paling rendah sebagai Wakil
Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Wakil Direktur/Ketua Lembaga
bagi calon Rektor Universitas/Institut;

pernah memangku jabatan tambahan paling rendah sebagai Wakil
Ketua/Ketua Jurusan/Direktur/Wakil Direktur/Kepala Pusat bagi calon
Ketua Sekolah Tinggi;

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
dokter pemerintah;

bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Rektor/Ketua secara
tertulis;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau
berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki

kekuatan hukum tetap;

menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:

a) visi dan misi kepemimpinan;

b) program peningkatan mutu perguruan tinggi selama 4 (empat) tahun
ke depan, meliputi:
1) peningkatan mutu lulusan selama periode kepemimpinannya ke

depan;

2) peningkatan kreativitas, prestasi dan akhlak mulia mahasiswa;

3) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, keagamaan,
dan ilmiah;

4) peningkatan kualitas dosen dan staf; dan

S) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
program.

b.Khusus ...



b. Khusus
1. lulusan program Doktor (S3); dan

2. memiliki jabatan fungsional Guru Besar bagi calon Rektor Universitas
dan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor Institut dan Ketua
Sekolah Tinggi.

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan
Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Dalam hal perubahan bentuk PTKN dari Sekolah Tinggi Agama Negeri
menjadi Institut Agama Negeri, Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri dilantik
menjadi Rektor Institut Agama Negeri.

(2) Dalam hal perubahan bentuk PTKN, dari Institut Agama Negeri menjadi
Universitas Islam Negeri, Rektor Institut Agama Negeri dilantik menjadi
Rektor Universitas Agama Negeri.

(3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan
tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor/Ketua sebelum
terjadi perubahan bentuk PTKN.

(4) Rektor yang dilantik untuk menjalankan tugas sampai dengan berakhir
masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 1 (satu)
kali masa jabatan.

Pasal 12B

Dalam hal Rektor belum dilantik sebagai akibat dari perubahan bentuk PTKN,
Rektor/Ketua tetap menjalankan tugasnya sampai dengan pelantikan.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 238

sesuai dengan aslinya
gnterian Agama RI
dan Kerja Sama Luar Negeri
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